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MONITORING

Dari hasil survei persepsi korupsi yang dilakukan terhadap responden
pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun, didapat nilai rata-
rata per Indikator (ruang lingkup) sebagai berikut :

‘No. ANRRE NREYEE Rk
4. Manipulasi Peraturan 400 0460 10
Penyalahgunaan 4.00 0.400 10
Jabatan
BB MenjualPengaruh = 400 0400 @ 10
P40 Transaksi Biaya 3.79 0.379 9,5
50" Biaya Tambahan G e e
8 Hadiah 4.00 0.400 10
W@ TransparansiPembayaran 391 = 0391 @ 98
81" Percaloan 4.00 0.400 10
BBl PerbuatanCurang = 400 0400 10
M0} Transaksi Rahasia 4.00 0.400 10

AR 30 99,02

EVALUASI

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Sarolangun diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi 3,96
atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi ;

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan
di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun April s.d. Juni 2026 tersebut
di atas, menunjukkan bahwa tiga indikator memiliki nilai indeks paling tinggi
sebagai berikut :

1. Manipulasi Peraturan, dengan nilai indeks rata-rata 4,00 ;

2. Penyalahgunaan Jabatan, dengan nilai indeks rata-rata 4,00 ;

3. Menjual Pengaruh, dengan nilai indeks rata-rata 4,00 ;

Selain tiga indikator yang memiliki nilai indeks tertinggi, dalam survei ini juga
terdapat tiga indikator yang memiliki nilai terendah dari sepuluh indikator
lainya, yakni :

1. Transaksi Biaya, dengan nilai indeks rata-rata 3,79 ;

2. Transparansi Pembayaran, dengan nilai indeks rata-rata 3,91 ;
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3. Biaya Tambahan, dengan nilai indeks rata-rata 3,91 ;
Yang perlu ditingkatkan agar dalam survei yang akan datang memiiliki nilai
indeks yang tinggi.

TINDAK LANJUT
Dari hasil Survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan pada Triwulan I
2026, didapat 3 (tiga) indikator atau ruang lingkup yang memiliki nilai rata-
rata terendah yakni Transaksi Biaya, Transparansi Pembayaran dan Biaya
Tambahan.
Tindak lanjut dari Indikator (ruang lingkup) tersebut yang memiliki nilai rata-
rata terendah tersebut telah dilakukan kegiatan peningkatan, pembenahan
dan pelatihan sebagai berikut :
1. Transaksi Biaya

Transaksi Biaya adalah Biaya yang dikeluarkan oleh pengguna layanan
untuk mendapatkan pelayanan. Untuk mengurangi kecurangan terhadap
transaksi biaya ini adapun tindak lanjutnya adalah membuat banner tarif
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri
Sarolangun agar pengguna layanan tau pasti berapa biaya yang akan
dikeluarkan.

Gambar Banner Tarif PNBP



2. Transparansi Pembayaran

Transparansi pembayaran adalah keterbukaan informasi dan
kemudahan akses bagi konsumen atau publik untuk mengetahui rincian
biaya, metode, dan alur transaksi secara jelas. Hal ini sangat penting untuk
membangun kepercayaan, mempermudah pelacakan keuangan, dan
menghindari biaya tersembunyi. Untuk mengurangi kecurangan terhadap
adanya biaya tambahan ini adapun tindak lanjutnya adalah membuat banner
tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri
Sarolangun agar pengguna layanan tahu pasti berapa biaya yang akan
dikeluarkan.

Gambar Banner Tarif PNBP

3. Biaya Tambahan

Biaya Tambahan di lingkungan pengadilan yang dilaksanakan diluar
dari kebijakan yang berlaku. Artinya, masyarakat dibebani dengan biaya
tambahan yang tidak seharusnya atau diluar kewajaran yang bertujuan untuk
kepentingan pribadi aparat penegak hukum. Dalam hal ini, Pengadilan
Negeri Sarolangun menerapkan pembayaran satu pintu terhadap seluruh
layanan peradilan melalui Kasir yang terletak di Meja PTSP Kepaniteraan
Perdata. Melalui Kasir, seluruh pembayaran akan langsung diarahkan
melalui rekening resmi Pengadilan Negeri Sarolangun. Hal ini untuk
mencegah terjadinya indikasi pungutan liar di Pengadilan Negeri Sarolangun.
Untuk mengurangi kecurangan terhadap adanya biaya tambahan ini adapun

tindak lanjutnya adalah membuat banner tarif penerimaan negara bukan
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pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Sarolangun agar pengguna layanan
tahu pasti berapa biaya yang akan dikeluarkan.

Gambar Banner Tarif PNBP
Mengetahui Sarolangun, 1 Juli 2026
Ketua Pengad'_r_ n Negeri Sarolangun Panitera Muda Hukum
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